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Foto 1 : Gambar ini menunjukkan pelaksanaan musyawarah terbuka di Aula Kantor
Kelurahan Kemumu sebagai tahap awal dalam mekanisme praktik gilir sawah.
Dalam kegiatan tersebut, pihak Kelurahan mengumpulkan seluruh Ketua RT untuk
melaksanakan penentuan urutan pengelolaan lahan melalui sistem gilir undi. Proses
pengundian dilakukan secara terbuka dan disaksikan bersama guna menjamin
keterbukaan serta keadilan dalam penentuan giliran pengelolaan lahan. Ketua RT
yang memperoleh nomor urut lebih dahulu diberikan kesempatan untuk
memanfaatkan lahan selama satu musim tanam atau sekitar enam bulan sesuai
dengan kesepakatan yang telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat.
Melalui musyawarah tersebut, para pihak secara lisan menyepakati mekanisme
pergiliran, jangka waktu pengelolaan, serta kewajiban untuk menyerahkan kembali
lahan setelah masa pengelolaan berakhir kepada pihak Kelurahan untuk selanjutnya
diteruskan kepada Ketua RT yang memperoleh giliran berikutnya. Kesepakatan
tersebut dipatuhi bersama sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga
keberlangsungan praktik gilir sawah yang telah lama hidup dalam masyarakat
Kelurahan Kemumu. Setelah urutan pengelolaan ditetapkan, pengelolaan lahan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ketua RT yang memperoleh giliran dengan
sistem pembiayaan mandiri. Seluruh biaya produksi pertanian, seperti pengolahan
lahan, pembelian bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya ditanggung sendiri

oleh pengelola tanpa melibatkan pihak Kelurahan. Dengan demikian, hasil panen



yang diperoleh menjadi hak pengelola sebagai bentuk manfaat atas pengelolaan
lahan selama masa pergiliran berlangsung. Setelah masa pengelolaan berakhir, hak
pengelola atas lahan tersebut beralih kepada pihak yang memperoleh giliran

selanjutnya.

Foto 2 : Sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah yang telah disepakati, foto di
atas memperlihatkan kondisi fisik lahan di lapangan yang pemanfaatannya dibagi
berdasarkan mekanisme gilir sawah. Sisi bagian depan merupakan lahan yang
dimanfaatkan oleh Lurah Kemumu selama menjabat sebagai bentuk kepercayaan
masyarakat atas tanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan praktik gilir sawah yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Pemanfaatan tersebut bukan merupakan bentuk hak kepemilikan atas tanah,
melainkan bagian dari mekanisme sosial masyarakat untuk menjaga agar lahan
tetap dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya serta mencegah terjadinya penguasaan

maupun klaim sepihak oleh pihak lain.



Foto 3 : Pada sisi lahan lainnya, terdapat area yang digunakan dalam praktik gilir
sawah bagi para Ketua RT. Lahan tersebut dibagi menjadi dua petak pengelolaan
sehingga memungkinkan dua orang Ketua RT yang memperoleh giliran melalui
sistem undi untuk mengelola lahan secara bersamaan dalam satu musim tanam.
Meskipun pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, batas antar petak
yang ditandai dengan pematang sawah tetap dijaga dan dihormati oleh masing-
masing pengelola. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa saling percaya dan itikad
baik antar para pihak dalam pelaksanaan praktik gilir sawah. Melalui pembagian
petak tersebut, para Ketua RT diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan
secara mandiri guna membantu menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan
kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk rasa syukur dan
tanggung jawab sosial, Ketua RT yang mengelola lahan memberikan sebagian hasil
panen berupa 8 cupak beras kepada pihak Kelurahan yang selanjutnya digunakan
untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat, seperti bantuan bagi warga yang

mengalami musibah maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian,



pemanfaatan lahan dalam praktik gilir sawah tidak hanya memberikan manfaat bagi

pengelola, tetapi juga memiliki nilai sosial bagi masyarakat Kelurahan Kemumu.

Foto 4 : Dokumentasi ini menunjukkan proses wawancara dengan Bapak Kusman
selaku tokoh masyarakat terkait sejarah pemanfaatan lahan dalam praktik gilir
sawah di Kelurahan Kemumu. Keterangan yang disampaikan sangat penting dalam
menjelaskan asal-usul lahan yang sejak masa transmigrasi tahun 1935 telah
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan perangkat desa pada masa itu.
Dari keterangan tersebut diketahui bahwa pemanfaatan lahan dilakukan secara
turun-temurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari praktik
sosial yang hidup dalam masyarakat Kelurahan Kemumu. Keterangan dari tokoh
masyarakat tersebut juga menunjukkan bahwa praktik gilir sawah tidak hanya
dipahami sebagai kegiatan pemanfaatan lahan pertanian, tetapi juga sebagai bentuk
mekanisme sosial masyarakat yang bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi

sosial lahan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.



Foto 5 : Dokumentasi ini menunjukkan proses wawancara dengan Bapak Suratman
selaku tokoh masyarakat terkait praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.
Keterangan yang disampaikan memperkuat data lapangan mengenai pentingnya
keberlangsungan pemanfaatan lahan agar tetap terjaga dan tidak dikuasai maupun
diklaim secara sepihak oleh pihak lain. Dalam praktiknya, masyarakat
mempercayakan fungsi pengawasan dan koordinasi pemanfaatan lahan kepada
pihak Kelurahan bersama Ketua RT sebagai bagian dari mekanisme sosial yang
telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, Bapak Suratman juga
menjelaskan mengenai kebiasaan pemberian sebagian hasil panen berupa 8§ cupak
beras kepada pihak Kelurahan sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial
masyarakat. Hasil tersebut kemudian dimanfaatkan kembali untuk membantu
kebutuhan sosial warga Kelurahan Kemumu. Keterangan tersebut menunjukkan
bahwa praktik gilir sawah tidak hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan rasa
saling percaya, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kebersamaan dalam

masyarakat.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 01 RW 01 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 02 RW 01 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 03 RW 01 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 04 RW 01 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 05 RW 01 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 06 RW 01 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 01 RW 02 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 02 RW 02 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 03 RW 02 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 04 RW 02 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 05 RW 02 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 06 RW 02 terkait pelaksanaan

praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



